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PERKAWINAN PENGHAYAT
KEPERCAYAAN TERHADAP TUHAN YANG MAHA ESA
YANG TIDAK BERAGAMA
MENURUT UNDANG-UNDANG PERKAWINAN

Oleh : Muhammad Zaki Sierrad
Fakultas Hukum Universitas Widya Mataram Yogyakarta

ABSTRAK

Perkawinan, merupakan masalah yang berhubungan erat dengan hukum agama dan hukum
negara. Bagi pemeluk/penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa yang tidak
memeluk salah satu agama yang diakui oleh negara di dalam melakukan perkawinan menurut
Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan sebagai hukum positif tertulis di
dalam praktik masih belum tertampung dan tidak diakui keabsahannya,

Bagaimanakah kekosongan hukum tersebut dapat segera diatasi? Apakah asas equality
before the law dan asas hukum agama memperoleh tempat yang layak dalam hukum perkawinan

Indonesia?

A. PENDAHULUAN

Permasalahan muncul karena ada perbedaan
penafsiran pada kata “agamanya dan kepercaya-
annya itu” yang terdapat pada Pasal 2 ayat 1 UU
No. 1/1974, Ada dua pendapat yang memberi
penafsiran terhadap kata “agama dan kepercaya-
an’ tersebut, masing-masing selama ini berkem-
bang satu sama lain dengan pendukung sendiri-
sendiri.

Pendapat pertama, menafsirkan bahwa kata
agama dan kepercayaannya dalam pasal 2 UU 1/
1974 merupakan satu kesatuan yang tidak
terpisah. Sedangkan pendapat kedua, menegas-
kan bahwa kata agama dan kepercayaan adalah
entitas yang berbeda dan terpisah. Adanya dua
pendapat di atas tentunya menimbulkan akibat
hukum yang berbeda, terutama berkaitan dengan
keabsahan maupun pencatatan suatu perka-
winan,

Di dalam masyarakat, keberadaan Penghayat
dapat digolongkan menjadi dua macam golongan
Penghayat Kepercayaan terhadap Tuhan yang
maha Esa, yaitu;

L. Penghayat Kepercayaan terhadap Tuhan
Yang Maha Esa yang tetap beragama.

2 Penghayat Kepercayaan terhadap Tuhan
Yang maha Esa yang tidak mengakui agama.

Benturan kepentingan sebagai akibat dari
pemberiakuan pendapat pertama tidak dapat
terelakkan lagi dan menjadi persoalan yang harus
segera mendapatkan pemecahan. Hal ini penting
mengingat Keberadaan Penghayat Kepercayaan
terhadap Tuhan Yang Maha Esa diakui oleh
pemerintah dan pada kenyataannya jumlah
anggota sudah mencapai populasi yang tidak
sedikit di Indonesia.

B. KEDUDUKAN AGAMA DALAMNEGARA

Negara Indonesia meskipun bukan negara
sekuler, juga bukan negara Agama. Karena iu,
negara tidak mengatur dan tidak ingin mencampuri
urusan syariah dan ibadah-ibadah agama yang
umumnya terbentuk dalam aliran agama masing-
masing,

Undang-undang PNPS No. 1/1965 ( yang
semula adalah Penetapan Presiden No. 1/1965
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yang diundangkan menjadi UU no. 5/1969, karena
perintah TAP MPRS XX/MPRS/1966, tentang
Memorandum DPR tentang Tata Susunan
Perundangan Indonesia) menyatakan dalam
penjelasan umumnya, “Agama-agama yang ba-
nyak dipeluk oleh penduduk Indonesia: Islam,
Kristen, Roma Katolik, Hindu, Budha dan Kong
Hu chu, Namun karena Kong Hu Chu tidak
berkepercayaan akan Tuhan yang Maha Esa dan
adanya hari akhir maka di Indonesia Kong Hu
Chu praktis tidak merupakan Agama.

Namun, kondisi tersebut di atas oleh pemerin-
tahan Presiden Abdurrahman Wahid telah men-
dapat perlakuan yang baik. Pemerintah telah mela-
kukan perubahan mendasar mengenai status kebu-
dayaan golongan penduduk Tionghoa (Cina), dari
dilarang untuk tumbuh dan berkembang menjadi
diperbolehkan. Salah satunya adalah pengakuan
terhadap keberadaan agama Kong Hu Chu di
Indonesia sebagai kepercayaan mereka.

Pengertian Kepercayaan atau iman adalah ke-
kuatan batin yang memungkinkan manusia
menanggapi sesuatu yang bermakna, entah itu
kekuatan gaib, entah Roh tertinggi (Tuhan). Iman
yang sedemikian itu bersifat khas pribadi (strict
personal) dan tidak dapat dicampuri pihak luar,
entah namanya golongan entah negara. Dalam
lingkup inilah orang berbicara tentang “kebebasan
beragama” (Hendropuspito, 1983: 36).

Sedangkan pengertian Agama (religi) lebih
dipandang sebagai wadah lahiriah atau sebagai
instansi yang mengatur pernyataan Iman itu di
forum terbuka (masyarakat) dan manifestasinya
dapat dilihat (disaksikan) dalam bentuk kaidah-
kaidah, ritus dan kultus, doa-doa ,dan sebagainya.
Tanpa adanya agama sebagai suatu wadah yang
mengatur dan membina maka keseluruhan
kebudayaan (religius) tersebut di atas akan sukar
dibina dan diwariskan kepada angkatan (umat
beriman) berikutnya (Hendropuspito, 1983: 36).

Walaupun kebebasan beragama merupakan
hak pribadi, namun Negara wajib memelihara budi
pekerti luhur dari setiap warga negara pada umum-
nya dan dari penyelenggara negara pada khusus-
nya, berdasarkan nilai-nilai Pancasila.(BP-7 Pusat,
1994:18-19).

C. KEDUDUKANLEMBAGA KEPERCAYAAN
TERHADAP TUHAN YANG MAHA ESA.

Baru setelah Sidang Umum MPR 1978 yang
memandang perlunya usaha kompromis politis
untuk menghilangkan keraguan masyarakat dan
untuk memperjelas mana yang ajaran kepercayaan
dan mana yang agama dan demi menggalang
kesatuan dan persatuan bangsa, maka Pemerintah
(Negara...pen) melalui Sidang Umum MPR
memberikan kejelasan dengan ketetapannya No.
IV/MPR/1978, Bab IV No. 13 angka 1 huruf f
bahwa: “Kepercayaan terhadap Tuhan Yang
Maha Esa tidak merupakan agama”. Pembinaan
terhadap kepercayaan kepada Tuhan yang Maha
Esa dilakukan:

1. Agar tidak mengarah kepeda pembentukan
agama baru.

2. Untuk mengefektifkan pengambilan langkah
yang perlu agar pelaksanaan kepercayaan
terhadap Tuhan Yang Maha Esa benar-benar
sesuai dengan dasar ketuhanan yang maha
Esa menurut dasar kemanusiaan yang adil dan
beradab. ( Mutholib dan Ghofur, 1988:15-16)

Lebih lanjut Presiden Soeharto dalam pidato
kenegaraan tanggal 16 Agustus 1978 menegaskan
bahwa:

1. Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa
yang dalam kenyataannya memang merupakan
bagian dari kebudayaan nasional Kita.

2. Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa
bukanlah agama dan juga bukan agama baru.
Karena itu tidak perlu dibandingkan, apalagi
dipertentangkan dengan agama.

3. Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa
adalah kenyataan budaya yang hidup dan
dihayati oleh sebagian bangsa kita.

4, Pada dasarnya Kepercayaan terhadap Tuhan
Yang Maha Esa itu merupakan warisan dan
kekayaan rohani rakyat kita. Kita tidak dapat
memungkirinya begitu saja.

5. Kepercayaan-kepercayaan tersebut jangan
sampai mengarah pada pembentukan agama
baru. Oleh karenanya pembinaan Kepercayaan
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terhadap Tuhan Yang Maha Esa harus diarah-
kan pada pembinaan budi luhur bangsa kita.

6. Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa
akan diletakkan dalam lingkungan departemen
Pendidikan dan kebudayaan.

7. Oleh karena aliran kepercayaan merupakan
budaya bangsa dan bukan merupakan agama,
maka para penghayat Kepercayaan terhadap
Tuhan Yang Maha Esa tidak kehilangan status
agama yang dipeluknya.

Politik Hukum Pemerintah lebih tegas dalam
mengatur Aliran Kepercayaan terhadap Tuhan
Yang Maha Esa, melalui Surat Menteri Agama RI
kepada Gubernur Kepala daerah tingkat I seluruh
Indonesia tanggal 18 Oktober 1978 No. B. VI/
11215, yang antara lain menetapkan bahwa:

1. Dalam Negara Republik Indonesia yang
berdasarkan Pancasila tidak dikenal adanya
tata cara perkawinan, sumpah dan penguburan
menurut aliran kepercayaan, dan tidak dikenal
pula penyebutan “Aliran kepercayaan”
sebagai “agama” baik dalam Kartu Tanda
Penduduk (KTP) dan lain-lain.

2. Orang beragama/pemeluk agama yang
mengikuti aliran kepercayaan tidaklah kehi-
langan agama yang dipeluknya. Oleh karena
itu pula tidak ada tata cara “perkawinan
menurut Aliran kepercayaan™ dan sumpah
menurut Aliran Kepercayaan™.

3. Tata cara “hidup bersama tanpa perkawinan/
nikah” tidak dibenarkan (dilarang) karena
bertentangan dengan norma-norma agama dan
peraturan perundang-undangan.

D. HUKUM PERKAWINAN DIINDONESIA
1. Dasar dan Syarat Sah Perkawinan

Dasar Perkawinan menurut Pasal 1 UU No. 1/
1974 ialah ikatan lahir batin antara seorang pria
dengan seorang wanita sebagai suami isteri
dengan tujuan membentuk keluarga (rumah
tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan
Ketuhanan Yang Maha Esa.

Perkawinan di hadapan PPN diharuskan meme-
nuhi syarat sebagaimana ditentukan oleh pasal 2

ayat (1) dan ayat (2) UUP 1974, Pasal 2 avat (1)
menentukan syarat yuridis material, dengan
mengacu pada hukum agama dan kepercayaan
sebagai penentu keabsahan perkawinan.
Sedangkan pasal 2 ayat (2) memuat syarat yuridis
formal perkawinan yang mengacu pada peraturan
perundang-undangan yang berlaku (Sukismo.
tanpa tahun: 6-7).

2. Pencatatan Perkawinan

Salah satu akibat adanya suatu perkawinan
adalah memberikan Kedudukan dan perlindungan
hukum yang kuat atas suatu perkawinan. Fungsi
dari suatu akte ialah bahwa ia merupakan bukti
dan perlindungan yang sempuma bagi para pihak
yang berkepentingan dengan perkawinan
tersebut.

Pencatatan perkawinan tidak menentukan sah
tidaknya suatu perkawinan, tetapi hanya
menyatakan bahwa peristiwa perkawinan benar-
benar terjadi, jadi semata-mata bersifat admi-
nistratif (Soemiyati, 1986: 65 ).

Sementara perkawinan di luar dan tidak di
hadapan PPN, tidak mensvaratkan ketentuan
administratif, dan prosedur seperti perkawinan di
hadapan PPN. Kecuali itu, dzlam kenyataannya,
tidak ada keseragaman peraturan yang berlaku
bagi pencatatan perkawinan menurut Adat atau
Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa di
Indonesia. Dalam hal ini perkzwinan yang tidak
sesuai dengan HPT (Hukum Positif Tertulis)
merupakan tantangan yang berat bagi PPN untuk

menegakkan HPT di bidang perkawinan (Sukismo.
tanpa tahun: 7).

Sebagai contoh, ada beberapa Kantor Catatan
Sipil yang sudah memperbolehkan pencatatan
perkawinan menurut adat, misalnya di kantor
Catatan Sipil Bandung, Garut. dan Bekasi,
Sedangkan di Daerah Jakarta Timur, bahkan ada
hal yang saling bertentangan dalam kasus dua
perkawinan secara “adat Sunda”. Perkawinan
pasangan Haryadi dan Nina Rustina dapat
dicatatkan di KCS, tetapi pasangan Susilowati dan
Gumirat Barna Alam tidak bisa dicatat oleh Kepala
Satuan Pelaksana Catatan Sipil Jakarta Timur.
Sedangkan KCS yang tidak mau mencatat sama
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sekali adalah di Daerah Pati Jawa tengah terhadap
kasus pasangan pemeluk aliran Sapta Darma yaitu
Pri Arlin dan Endang Sri Ambartin.

E PELAKSANAANPERKAWINAN
PENGHAYAT YANG TIDAKBERAGAMA

Pemahaman tentang bagaimana pelaksanaan
perkawinan Penghayat yang tidak beragama perlu
dilandaskan pada pengertian bahwa sesuai
dengan dasar negara Pancasila, UUD 1945 dan
hukum nasional Indonesia (salah satunya UUP
1/1974), kita menganut equality before the law
dan asas Hukum Agama. Oleh Karena itu, untuk
pelaksanaan Perkawinan Penghayat yang tidak
beragama perlu disadari bahwa:

1. Hak Asasi dalam beragama di Indonesia
berdasarkan Pancasila adalah hak asasi yang
paling asasi (TAP MPR No. II/MPR/1978

tentang P4).

Kenyataan adanya Agama yang sah yang
diakui Negara (UU No. 1/PNPS/1965).

3. Pancasila menghendaki pelaksanaan kehi-
dupan beragama terlaksana tanpa halangan
untuk membentuk manusia Indonesia utuh
lahir batin (TAP MPR No. I[I/MPR/1978
tentang P4 jo. TAP MPR No. II/MPR/1988
tentang GBHN).

4. Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha
Esa bukanlah merupakan Agama dan tidak
diarahkan untuk timbulnya agama baru (TAP
MPR No. IV/MPR/1978 tentang GBHN).

Perkawinan Penghayat yang tidak beragama
yang akhir-akhir ini marak merupakan kenyataan
sosial dan kenyataan hukum yang harus
diselesaikan secara konsepsional dengan
kebijaksanaan hukum terutama dalam kaitannya
dengan ketahanan nasional dan untuk kepen-
tingan Pembangunan nasional,

e

Pelaksanaan dan pencatatan Perkawinan
Penghayat yang tidak beragama merupakan
kenyataan sosial yang memerlukan pemecahan
secara politik, karena berkaitan dengan kebijak-
sanaan negara untuk memilih dari sedikitnya dua
pilihan yaitu:

a. apakah secara tegas mewajibkan penduduk
untuk memeluk agama, namun menyerahkan
sebagai hak yang paling asasi dalam memilih
salah satu agama yang diakui pemerintah dan
pengamalan sehari-harinya atau;

b. tidak mewajibkan penduduk untuk beragama,
namun hanya mewajibkan untuk percaya
Kepada Tuhan Yang Maha Esa, sehingga
bukanlah golongan ateis.

Di Indonesia masalah perkawinan menjadi
masalah yang berhubungan dengan hukum
Agama dan hukum Negara. Oleh karena itu,
apabila ada masalah hukum penyelesaiannya sela-
lu dilakukan menurut hukum agama masing-
masing dan pengurusan administrasinya memer-
lukan campur tangan Pemerintah.

Para Penghayat yang melakukan perkawinan
di luar hukum agama walaupun ditolak pencatatan
perkawinannya oleh PPN berdasarkan Surat Dirjen
PUOD tersebut tetap melakukan perjuangan
mempertegas status hukumnya melalui Lembaga
Peradilan. Sebagai contoh keberhasilan kelompok
tersebut dapat disebutkan dengan adanya
Keputusan Mahkamah Agung No. 1559 K/Pdt/
1991 tanggal 12 Januari 1995 yang memberikan
keputusan untuk diberikan izin melangsungkan
perkawinan di hadapan Pegawai Luar Biasa
Catatan Sipil dan juga memerintahkan kepada
Kantor Catatan Sipil setempat untuk mencatat
perkawinan mereka. Lembaga peradilan di sini
telah berperan di dalam menggali dan menemukan
hukum tidak tertulis untuk mengatasi permasalahan
kekosongan hukum positif tertulis. Hal ini sesuai
dengan ketentuan dalam penjelasan Pasal 14 UU
No. 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan
Pokok Kekuasaan Kehakiman.

E KESIMPULAN

Dari uraian tersebut dapat disimpulkan sebagai
berikut ;

1) Perkawinan merupakan masalah Agama dan
SARA. Oleh karena itu perlu diberi perhatian
yang serius.

2) Perkawinan Penghayat yang tidak beragama di
Indonesia merupakan ujian dalam kehidupan
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berbangsa dan bernegara dikaitkan dengan

pengamalan sila pertama Pancasila dan Pasal

29 UUD 1945 dan Undang-Undang Perka-
' winan (khususnya Pasal 2 UUP).

3) Ada kelompok masyarakat Indonesia yang
tidak memeluk agama dan bukan atheis,
sehingga tidak menjadi kelompok yang
terlarang, Karena tetap mempunyai Keper-
cayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.

4) Masih banyak terjadi perbedaan pendapat
tentang pengertian * Agama dan keperca-
yaan” di kalangan ahli, pelaksana dan penegak
hukum serta masyarakat pengguna hukum,
sehingga menimbulkan permasalahan yang
terus menerus.

5) Diperlukan adanya norma hukum yang

berdasarkan konsensus nasional dan hukum
yang bertujuan untuk menghindarkan
kekosongan hukum bagi pelaksanaan
perkawinan penghayat yang tidak beragama.
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